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TENTANG 

PERUBAHAN LAMPIRA.N KEPUTLJSAN GUBERNLJR LAl\lPUNG
 
NOMOR: GI 90 I 1I1.07/HKl2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
 

KEHUMASAN (BAKOHUMASj PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2009-2012
 

GUBERNUR LAMPlTNG, 

Me nimbang a.	 bahwa dalam rangka keterbukaan inforrnasi publik pada penyelenggaraan 
tugas-tugas pemerintahan, pembangunan. dan pelayanan mavarakat perlu 
untuk mengoptimalkan pengelolaan kornunikasi dan inforrnatika hubungan 
masyarakat dengan Pemerintah: 

b.	 bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan informasi publik. perlu 
mensinergikan dan mengkoordinasikan unsur pengelolaan informasi (unsur 
humas/kehumasan, unsur pengelola teknologi informasi dan data) dari seluruh 
Satuan Kerja Perangkat Daerah serta melibatkan seluruh pernangku 
kepcntingan tstakehol.lers dan masyarakat: 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a terse but di atas. telall ditetapkan 
Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/90/III.07/IIK!2U(J9 tentang 
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUl\L..\S) 
Provinsi Lampung Periode 2009-2012: 

d.	 bahwa agar koordinasi kehumasan dapat berjalan dengan tertib. Iancar. 
terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu meninjau 
kembali Lampiran Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkannya dengan 
Keputusan Gubernur Lampung: 

I. Undang-Undang Nomor -1.0 Tahun 1999 tentang Pel's: 

') Undana-Undanz Nomor 32 Tahun 2002 tentana Penviaran: ..... .....	 ..... .,,' 

3.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200.+ tentang Pernerintahan Daerah 
sebagaimana 1e13h beberapa kali diubah terakhir dengan Undrmg.-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008: 

.+.	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan Transaksi 
Elektronik: 

5.	 Undang-Undang Nornor 1-1. Tahun :2008 tentang Keterhukaan lnforrnasi 

Publik: 

6.	 Undang-Undang ~omor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentag Pembagian L'rusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi. dan 
Pemcrintahan Daerah Kabupaten/Kota: 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KTTIGA 

KI~El\lPAT 

8.	 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/12/M.PANII g·TAHUN 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan 
Masyarakat di Lingkungan Instansi Pernerintah: 

9.	 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri. Menteri Kominfo dan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 tahun ~OU7: Nornor 
373/M.Kominfo/08.2007 dan Nomor KB/OlIM.PAN/08/2007 tentang 
Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat pada Instansi Pemerintah. 
Kesekretariatan Lembaga Negara. Pernerintah Daerah. dan Raclan Usaha 
1\1ilik Negara/Daerah: 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri	 Nornor 35 Tahun 2010 tentang Pedornan 
Pengelolaan Pel.iyanan lnformasi dan Dokumentasi di Lingkungan 
Kemeuterian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah: 

I!. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian dalam Ncgeri 
dan Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 20U9 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provisni Lampung. 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAl\lPl0:Ci l\O!\10R 
: G/ 90/ III.07/HKJ2ll09 TENTANG PEMBEl\TUKAN BADAN KOORDINASl 
KEHUMASAN (BAKOHUMAS) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 20(N-~OI2 

Merubah susunan personalia Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) 
Provinsi Lampung Periode 2009-2012 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusau Gubernur Lampung Nomor : G/901III.07 HK 2U09 tentang 
Pernbentukan Balian Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Provinsi Lampung 
Periode 2009-2012 rnenjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 
1111. 

Badan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas: 
a.	 melakukan komunikasi dan inforrnasi antar SKPD dan dari atau ke Pusat data 

Provinsi Lampung dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi 
informasi: 

b.	 melakukan pcmuktahiran (updating) data dan informasi terkini di unit kerja 
masing-masing untuk kelancaran kornunikasi dan informatika antar SKPD dan 
dari atau ke Pusat Data Provinsi Lampung dan Masyarakat: 

c.	 meningkatkan dan mengernbangkan peran komunikasi dan informatika untuk 
mendukung tugas-tugas pernerintahan, pernbangunan dan pelay anan inforrnasi 
publik kepada masyarkat dilingkungan SKPD masing-masing: dan 

d.	 merencanakan serta melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi Jan 
kehumasan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Koordinasi Kehumasan (8:-\KOHLTI\IAS) 
melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada 
Gubernur Lampung. 

Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedornan kepada Keputusan 
Gubernur Lampung Nomor : G/901ll1.07/HK/2009 tentang Pernbentukan Badan 
Koordinasi Kehurnasan (BAKOHUMAS) Provinsi Lampung periode 2009-2012. 



KELIMA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalarn Keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya, 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 7-} - 2011 

GUBERNl,JR LAMPUNG 

~.~ 
I"I, :; 

SJACHRo.EDIN Z.P.
-,...), 

Tell!JIISOI1: 

I.l\knleri Dalam Negeri di Jakarta: 
2.l\lenreri KOM1NFO di Jakarta: 
3. lvrentcri Ncgara PAN di Jakarta:
 
-l.Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
 
5. II spektur PrO\insi Lampung di Bandar Larnpung:
 
o.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pernerintah Provinsi Lampung:
 
7.l\.epala Biro Keuangan Selda Provinsi Lampung Jj Telukbetung:
 
8.l\.epala Biro Hukum Selda Provinsi Lampung di Telukbetuug:
 
9.l\lasing-masing yang bersangkutan.
 



LAj\lPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPl~G 

:\JOMOR : G /£-;81).. / Ill.07 /HK.!20 II 
TANGGAL : /7-- 2- 2011 

SUSUNAN PERSONALIA BADAN KOORDINAST KEHUMASAN (BAKOHt1l\lAS) 
PROVINSI LAl\IPUNG PERIODE 2009 - 2012 

1.	 Penasehat I . Gubernur Larnpung 
') KeLUa DPRD Provinsi Larnpung 
3. KepaLl Kepolisian Daerah Lampung 
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung 
5.	 Ketua Pengadilan Tinggi Lampung 
6.	 Kornandan Resort l\1iliter 043 Garuda Hitam 
7.	 Kornandan Angkatan Laut (DANLANAL) Panjang 
8.	 Kornandan Angkatan Udara (DANLANUD) Astra Ksetra 
9.	 Sekreraris Daerah Provinsi Lampung 

II. Ketua Umum	 Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Larnpung 

Ill. Ketua Pelaksana	 Kepala DinGS Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung 

IV Sekretariat 
a. Kepala Sekretariat Sekretaris Dims Komunikasi dan lnormatika Provinsi Lampung 

b. Anggota I. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kornunikasi dan Informatika 
Provins i Lampung 

2. Kepala Seksi Kornunikasi	 dan Diseminasi Dinas Komunikasi dan 
Informatika Provinsi Lampung 

V. Bendahara	 Kepala Belgian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung 

VI \Vakil Bendahara	 Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kornunikasi dan Informatika 
Provinsi Lampung 

VII. Bidang - Bidang 
a. Bidang Teknologi Informasi: 

Ketua Kepala Bidang Pengolahan Data dan Inforrnatika Dinas Kornunikasi 
dan Inrormatika Provinsi Lampung 

Anggota I. Penanggungjawab Pengelola Teknologi Inforrnasi dari masing­
masing SKPD/Unit Keria. Kanwil, BUIYfN eli Provinsi Lampung. 

')	 Kepai.i Seksi Pengcmbangan Teknologi Inforrnatika Dinas 
Komunikasi dan Inforrnatika Provinsi Lampung. 

b. Bidang Sumber Daya Manusia: 
Ketua Kepala Bidang Pengkajian dan Pengernbangan lnforrnasi Dinas 

Komunikasi dan lnformatika Provinsi Lampung. 
Anggota 1. Kepala Bidang Diklat Teknis Fungsional BANDIKLATO.; 

Provinsi Larnpung. 
')	 Kepal.i Seksi manajemen SDl\f Pengkajian dan Pcngernbangan 

Informasi Dinas Kornunikasi dan Infonnatika Provinsi Lampung. 
c.	 Bidang Pcngolahan Data elan informasi: 

Ketua Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung 
Anggota l , Penanggungiawab pengelola Data dari masing-masing 

Sl-T'DrUnit Kerja. Kanwil. BlJ!VTN/BUMD di Provinsi Lampung, 
') Kepala Seksi Statistik Dims Kornunikasi dan lnformatika 

Provinsi Larnpung 
3.	 Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informatika Dines 

Komunikasi dan informatika Provinsi Lampung 



d.	 Bidang Hubungan Masyarakat: 
Ketua Kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Intonnatika Provinsi 

Lampung 
Anggota 1. Penanggungjawab Kehumasan dari masing-masing SKPD/Unit 

Kerja. Kanwil, BUMN/BUMD di Provinsi Lampung 
}	 Kepala Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan Dinas Komunikasi dan 

lnformatika Provinsi Lampung 
3.	 Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Dinas Komunikasi Jan 

lnformatika Provinsi Lampung 

GUBERNUR LAl\1PU1\G. 

loo .-'i."\)	 ~ 

SJACHROfDIN Z.P. 
.~,,,.,( 




